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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Kasus Bond Pelindo I

Laporan BPK Belum
Ditindaklanjuti KPK
Maupun Kepolisian

HASIL audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menyimpul-
kan penerbitan global bond
yang dilukukan FT Pelabuhan
Indonesia (Pelindo) 1T menye-
babkan kerugian negara menca-
pat Rp 741 milar

“(Laporan) asdit investigatif
ini sudah diserahkan kepada
KPK dan Kepolisian, serta
kepada Presiden,” ujar Ketua
Pansus Pelindo 1L, Ricke Dyah
Pitaloka pada Desember 2019,

Dua lembaga pencgak hu-
kum yang menerima hasil
awdit BPK hingga Kini belum
melakukan pengusutan atas
kerugian negara ini. Dalihnya
masih ditehi,

“Ada tahapan yvang harus
dilaksanakan dalam menyikaps
audit BPK. Kita koordinasi
dengan lembaga terkait lebih
dahulu.” kuta Pelaksana Tugas
Juru Bicarn KPK. Al Fikn

Sikap vang sama disampai-
kan Juru Bicara Polri, Inspekiur
Jenderal Argo Yuwono, “Nanti
akan dilthat, sudah sepanh mana
verifikas: detanya lebth dulw™
kata Kepala Divisi Humas
Polri itu

Sebelumnyas, Elvyn G Ma-
sassya saat menjabat Dirut Pe-
lindo Il menganggap pencrbi-
tan global bond untuk menank
dana ini tdak tepat. “Memang
saya akui, sayang sekali jika
harus bayar Rp | wriliun per
tahun untuk bayar bunga global

bond.” keluhnya

Dalam prospekius global
trond Pelindo 11, Elvyn memlai,
beberapu proyek yang akan
digarap mencapai nominal
Rp 21 triliun masih dalam
kagian. Dia tak bisa menjawab
kenapa penartkan dana global
bond begitu besar, namun pro-
yek masih belum siap. To dils-
kukan di ema sebelumnya.

“Maaf tanpa bermaksud apa-
apa, jika ditanyoakan kenapa ha-
rus ada penankan global bond.
kami tidak mhu,” elaknya

Penerbitan boved itu membe-
bani perusahaan lantaran harus
membayar bunga. “Beban ba-
nga ini sungat besar. Kami me-
lukukan matgas: risiko dengan
beberapa langkah meliputi me-
nukarkan bond dengan rupiah
antuk meringankan bunga dan
membelt beberapa instrumen
finansial serta melakukan Sy
back.” bebernya.

Anggota Komisi VI DPR
dari Fraksi Parntai Demokrat,
Wahvu Sanjaya menmila:. Di-
reksi Pelindo 1 dinnggap tidak
melakukan perencanaan ma-
tang dalam menerbitkan surat
utang, Akibatnya, perseroan
harus menanggung beban bu-
nga Rp 1 triliun per tahun.

“Kami: masith melakukan
mvestigas: untuk mendalam
peran direks: dalam dugsan
kejahatan Korporasi mni.”
katunya, = GPG
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